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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15 /SB/2014

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANAMAN MODAL

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat . Provinsi
Sumatera Barat tanggal 19 Desember 2013, Gubernur
telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal; -

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, telah dibahas sesuai dengan tahapan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
terhadap - Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal wuntuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 1946);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

- Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 2043),



10.

11.

. L
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585), _ .
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); '

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan

‘Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);



Memperhatikan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal,;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomer 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem
Pelayanan Informasi dan Perlzlnan Investasi Secara
Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Tata ‘Cara Pengendalian Pela.ksanaan Penanaman -
Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya.

Laporan Hasil Pembahasan Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal
20 Mei 2014.

Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan
pada Rapat Paripurna, tanggal 20 Mei 2014.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah ;

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah terlebih =~ dahulu dilakukan
persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nota
Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh
Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini; ” ,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal :20 Mei 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
' Ketua,

. YULTEKHNIL, MM



